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Pemerintah Provinsi
Jawa BaratASTA CITA 

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur serta Menjamin Rumah Murah 

Dan Sanitasi Bagi Rakyat yang Membutuhkan

KEPUTUSAN BERSAMA TIGA MENTERI 

TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN 

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

TIGA JUTA RUMAH

SURAT MENDAGRI HAL PENYAMPAIAN 

FORMAT PERATURAN KEPALA DAERAH 

MENGENAI PENGHAPUSAN BPHTB DAN 

RETRIBUSI PBG

PERMEN PUPR – Ri NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN 

RENDAH DAN PERSYARATAN KEMUDAHAN 

PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH

Dasar/Acuan untuk Regulasi/Deregulasi 

18 Desember 2024

Penanganan Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan social (PPKS) Perkotaan

yang tidak memiliki rumah dan 

pekerjaan
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KRITERIA MBR

PERMEN PUPR NOMOR 

1 TAHUN 2021  

TENTANG KRITERIA 

MASYARAKAT 

BERPENGHASILAN 

RENDAH DAN 

PERSYARATAN 

KEMUDAHAN 

PEMBANGUNAN DAN 

PEROLEHAN RUMAH

SKB TIGA MENTERI 

PKP, MENTERI PU DAN 

MENTERI DAGRI 

TENTANG DUKUNGAN 

PERCEPATAN 

PELAKSANAAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN TIGA 

JUTA RUMAH
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SKB TIGA MENTERI TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM 
PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAHc

PEMERINTAH 

DAERAH 

KAB/KOTA

Menyusun Perkada mengenai

penghapusan BPHTB dalam

mendukung program

pembangunan tiga juta rumah

bagi MBR

Menyusun Perkada

mengenai penghapusan

retribusi PBG dalam

mendukung pelaksanaan

pembangunan tiga juta

rumah bagi MBR

Paling lambat

dilaporkan selesai

tanggal 27 

Desember 2024

Percepatan

pelayanan

penerbitan PBG

SKB TIGA MENTERI 

PKP, MENTERI PU DAN 

MENTERI DAGRI 

TENTANG DUKUNGAN 

PERCEPATAN 

PELAKSANAAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN TIGA 

JUTA RUMAH



Pemerintah Provinsi
Jawa BaratPERCEPATAN LAYANAN PENERBITAN PBG

DIKTUM KE-EMPAT SKB TIGA MENTERI

PEMDA SUMEDANG MENGATUR DALAM PERKADA UNTUK

PERCEPATAN PELAYANAN PENERBITAN PBG DALAM KURUN

WAKTU 3 JAM TERHITUNG EFEKTIF SEJAK DITERIMANYA

PERMOHONAN DENGAN SYARAT DAN KELENGKAPAN SUDAH

DIPENUHUI



Ketentuan Umum

Ruang Lingkup

Pembebasan PBG/BPHTB bagi MBR

Ketentuan Lain-lain

Aturan teknis lainnya sesuai kebutuhan

FORMAT PERKADA TENTANG PEMBEBASAN BPHTB DAN 
PERKADA TENTANG RETRIBUSI PBG

Kriteria MBR

7

MATERI DAN MUATAN 
SURAT MENDAGRI HAL PENYAMPAIAN FORMAT 

PERATURAN KEPALA DAERAH MENGENAI PENGHAPUSAN 

BPHTB DAN RETRIBUSI PBG



NO KAB/KOTA PEMBEBASAN 

BPHTB

PEMBEBASAN 

RETRIBUSI PBG

PERCEPATAN 

PELAYANAN 

PBG

KETERANGAN

1 KABUPATEN BANDUNG BELUM BELUM

2 KABUPATEN BANDUNG BARAT SUDAH SUDAH

3 KABUPATEN BOGOR SUDAH SUDAH

4 KABUPATEN KARAWANG SUDAH SUDAH

5 KABUPATEN PANGANDARAN SUDAH SUDAH

6 KABUPATEN SUKABUMI SUDAH SUDAH

7 KOTA BANDUNG BELUM BELUM

8 KOTA CIREBON SUDAH SUDAH

9 KABUPATEN KUNINGAN SUDAH SUDAH

10 KABUPATEN INDRAMAYU SUDAH SUDAH

11 KABUPATEN PURWAKARTA SUDAH SUDAH

12 KABUPATEN BEKASI SUDAH SUDAH

13 KABUPATEN GARUT SUDAH SUDAH

14 KABUPATEN CIANJUR SUDAH SUDAH

15 KOTA BOGOR SUDAH SUDAH

16 KABUPATEN SUMEDANG SUDAH SUDAH SUDAH PILOT PROJECT

17 KABUPATEN CIREBON BELUM BELUM

18 KABUPATEN MAJALENGKA SUDAH SUDAH

19 KABUPATEN SUBANG SUDAH SUDAH

20 KOTA CIMAHI BELUM BELUM

21 KOTA TASIKMALAYA SUDAH SUDAH

22 KOTA BANJAR SUDAH SUDAH

23 KABUPATEN CIAMIS BELUM BELUM

24 KOTA BEKASI SUDAH SUDAH

25 KABUPATEN TASIKMALAYA BELUM BELUM

26 KOTA DEPOK SUDAH SUDAH

27 KOTA SUKABUMI SUDAH SUDAH

* Data berdasarkan laporan sampai tanggal 9 Januari 2025

REKAP KABUPATEN/KOTA

YANG TELAH

MENGUNDANGKAN DAN BELUM

MENGUNDANGKAN

• PERKADA TENTANG 

PENGHAPUSAN BPHTB

• PERKADA TENTANG 

PENGHAPUSAN RETRIBUSI PBG

• PERKADA TENTANG PERCEPATAN

PELAYANAN PENERBITAN PBG



1 2 3 4 5 6

Perkada percepatan

pelayanan penerbitan

PBG di Kabupaten

Sumedang

• Rapat Koordinasi

• Posisi penerbitan

2 (dua) Perkada

(Pembebasan

BPHTB dan

Retribusi PBG)

Seluruh Kab/Kota telah

mengundangkan 2 (dua)

Perkada (Pembebasan

BPHTB dan Retribusi

PBG)

Pencanangan

implementasi SKB tiga

Menteri di Jawa Barat

(Rencana

diselenggarakan di

Kabupaten Sumedang)

Evaluasi pelaksanaan

pembebasan BPHTB

dan Retribusi PBG di

Jawa Barat serta

pelayanan penerbitan

PBG di Kabupaten

Sumedang

Seluruh Kab/Kota telah

mengundangkan

Perkada tentang

Percepatan Pelayanan

Penerbitan PBG

9 Januari 10 Januari 14 Januari 31 Januari15 Januari 28 Februari

Milestone Implementasi SKB Tiga Menteri

JANUARI - FEBRUARI 2024
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TERIMA KASIH


